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ABSTRACT 
This study aimed to examine the effect of personnel expenditure, capital expenditure, government investment and local 
government debt payments either together or partially to flypaper.The population in this experiment is all local governments in 
Aceh Province, total population of more than 24 local governments consisting of 23 districts / cities and 1 province. This study 
used secondary data, namely of audited local government financial statements. The analytical method used in this study was the 
logistic regression analysis. The results of this study indicate that personnel expenditures, capital expenditures, government 
investment and local government debt payments  together and partially significantly to the  flypaper affect. With variable 
personnel expenditure, capital expenditure, government investment have negative significant to flypapaer effect and variable 
local government debt payments have positive significant to flypapae effect. 
 





Indonesia mulai menempuh suatu babak 
baru dalam kehidupan masyarakatnya dengan 
diberlakukan kebijakan otonomi daerah, 
sebagaimana dimuat dalam undang-undang (UU) 
No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah 
(pemda). Implikasi dari kebijakan otonomi daerah 
tersebut adalah daerah memiliki kewenangan dan 
tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dan kepentingan pemdanya masing-
masing (Kusumadewi, Ayu & Rahman, 2007). 
Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung 
pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan 
daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25 
tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat-daerah. Undang-undang tersebut 
menjelaskan bahwa perimbangan keuangan pusat 
dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan 
pemerintah dalam kerangka negara kesatuan yang 
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah 
pusat dan daerah, pemerataan antar daerah secara 
proporsional, demokratis, adil dan transparan. 
Pemerataan antar daerah tersebut memperhatikan 
potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan 
dengan kewajiban dan pembagian kewenangan 
serta tata acara penyelenggaraan kewenangan 
tersebut dalam pengelolaan dan pengawasan 
keuangannya (Kusumadewi, Ayu & Rahman, 
2007). 
Kendati daerah memperoleh dana 
perimbangan yang lebih besar, namun hal ini 
dibarengi dengan merosotnya jumlah PAD 
(Bintaro, 2011). Kenyataan inilah yang 
menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah 
daerah. Indikasi terjadinya ketidakefisienan pada 
dana transfer tersebut dapat dilihat dari respon 
pengeluaran pemerintah yang disebut flypaper 
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Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai  
belanja daerah (Afrizawati, 2012). Dengan 
karakteristik DAU dan PAD yang berfluktuasi, 
maka sangat besar kemungkinan akan terjadi 
flypaper effect pada belanja pemda. 
Pemerintah Aceh merupakan provinsi yang 
sebagian besar daerahnya mengalami pemekaran, 
dengan dua puluh tiga kabupaten/ kota yang terdiri 
dari sepuluh kabupaten/ kota induk pemekaran dan 
tiga belas kabupaten/ kota hasil pemekaran yang 
secara tidak langsung berimbas kepada porsi 
penerimaan transfer (grants) dari pemerintah 
pusat. Pemerintah Aceh juga diberikan 
keistimewaan oleh pemerintah pusat sebagai 
daerah otonomi khusus. Berdasarkan UU No. 11 
tahun 2006 pasal 183 ayat (2)  tentang Pemerintah 
Aceh, Pemerintah Aceh mendapatkan tambahan 
dana bagi hasil gas dan minyak bumi sebesar 55% 
(lima puluh lima persen) untuk minyak  dan 40%  
(empat puluh persen) untuk pertambangan  gas 
bumi. Selain itu, Pemerintah Aceh juga 
mendapatkan dana otonomi khusus setara 2% (dua 
persen) pagu DAU nasional untuk tahun 2008 
sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya setara 1% 
(satu persen) dari pagu DAU nasional untuk tahun 
2023 sampai dengan tahun 2028.  
Penelitian ini hanya meneliti belanja 
pegawai, belanja modal, investasi pemerintah dan 
pembayaran utang pemerintah daerah sebagai 
faktor-faktor yang mempengaruhi flypaper effect 
di Aceh. Alasannya dikarenakan berdasarkan 
pengamatan awal peneliti Aceh adalah suatu 
daerah yang memiliki otonomi khusus dan 
pembagian dana perimbangan yang cukup besar 
dari pemerintah pusat. Berdasarkan alasan ini, 
peneliti menduga kuat bahwa variabel belanja 
pegawai, belanja modal, onvestasi pemerintah dan 
pembayaran utang pemerintah daerah  menjadi 
faktor-faktor yang mempengaruhi flypaper effcet 
di Aceh. 
Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk 
menguji pengaruh belanja pegawai, belanja modal, 
investasi pemerintah dan pembayaran utang 
pemerintah daerah baik secara bersama-sama 
ataupun parsial terhadap flypaper effect. Artikel ini 
memulai diskusi keadaan terkini mengenai 
flypaper effect. Pada bagian kedua diuraikan 
kajian pustaka mengenai flypaper effect yang 
berfokus pada belanja pegawai, belanja modal, 
investasi pemerintah dan pembayaran utang 
pemerintah daerah. Pada bagian ketiga diuraikan 
metode penelitian yang digunakan pada penelitian 
ini. Pada bagian keempat diuraikan hasil penelitian 
dan pembahasan dan pada bagian terakhir 
diuraikan kesimpulan dan saran.  
 
2. Kajian Pustaka 
Flypaper Effect 
Flypaper Effect adalah suatu fenomena pada 
suatu kondisi ketika pemda merespon belanja 
daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/ 
grants atau spesifiknya pada transfer tidak 
bersyarat atau unconditional grants daripada 
pendapatan asli dari daerahnya (Bintoro,2011). 
Maimunah (2006) menyatakan bahwa flypaper 
effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemda 
merespon belanja lebih banyak (lebih boros) 
dengan menggunakan dana transfer (grants) yang 
diproksikan dengan DAU dari pada menggunakan 
kemampuan sendiri yang diproksikan dengan 
PAD. 
Sagbas et al (2004) mengemukakan ada dua 
teori utama dari beberapa penelitian tentang 
sumber munculnya flypaper effect yang sering 
digunakan, yaitu fiscal illusion dan the 
bureaucratic model. Teori fiscal illusion 
mengemukakan bahwa flypaper effect terjadi 
dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian 
penduduk suatu daerah mengenai pembiayaan, 
pembelanjaan dan keputusan yang diambil oleh 
pemerintah. Dengan kata lain penduduk daerah 
memang hanya melihat hasil ouput yang 
sebenarnya dari belanja pemerintah terhadap 
barang publik dan manfaat yang akan diperoleh.  
Pada model the bureaucratic, flypaper effect 
adalah hasil dari perilaku memaksimalkan 
anggaran oleh para birokrat (atau politisi lokal) 










daripada meminta kenaikan pajak. Pada model ini 
flypaper effect dapat terjadi karena kekuasaan dan 
pengetahuan birokrat atau pemda akan anggaran 
serta tranfer dari pemerintah. Menurut Niskanen Jr 
(1968) dalam Kang & Setyawan (2012), birokrat 
memiliki posisi yang kuat dalam pengambilan 
keputusan publik. Dia menduga bahwa birokrat 
akan berperilaku untuk memaksimalkan anggaran 
sebagai bentuk dari kekuasaan mereka. Secara 
implisit, model the bureaucratic ini mendukung 
flypaper effect sebagai konsekuensi dari perilaku 
birokrat yang bebas menghabiskan transfer (hibah) 
daripada menaikkan pajak dikarenakan kenaikan 
pajak dianggap program yang tidak populer di 
mata para pemilih atau penduduk daerah. 
Flypapaer effect  diukur berdasarkan 
besarnya pengaruh PAD dibandingkan dengan 
dana transfer dari pusat yang berupa DAU 
terhadap alokasi belanja daerah dengan 
menggunakan analisis regresi. Jika pengaruh PAD 
(dilihat dari angka koefisien regresi variabel bebas 
PAD terhadap belanja daerah) lebih besar daripada 
DAU (dilihat dari angka koefisien regresi variabel 
bebas DAU terhadap belanja daerah) maka tidak 
terjadi flypaper effect. Namun, jika  pengaruh 
PAD (dilihat dari angka koefisien regresi variabel 
bebas PAD terhadap belanja daerah) lebih kecil 
daripada DAU (dilihat dari angka koefisien regresi 
variabel bebas DAU terhadap belanja daerah) 
maka tterjadi flypaper effect (Afrizawati, 2012). 
 
Belanja Pegawai 
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 
21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja 
anggaran kementerian negara/lembaga, belanja 
pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk 
uang maupun barang yang diberikan kepada 
pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam 
maupun diluar negeri sebagai imbalan atas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali 
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 
modal. Termasuk dalam kelompok belanja 
pegawai ini adalah pengeluaran pengeluaran untuk 
gaji dan tunjangan - tunjangan, uang makan, 
lembur, honorarium dan vakasi. 
Belanja pegawai dipergunakan untuk 
menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan 
pengelolaan pemda. Besarnya jumlah dana 
pegawai berimbas pada pengeluaran pemda yang 
semakin besar pula. Hal ini tidak sebanding 
dengan PAD yang masih kurang memadai dalam 
menutup pengeluaran pemda. Jika pihak penyusun 
anggaran memaksimalkan anggaran belanja 
pegawai, tentunya akan terjadi pemborosan dalam 
penggunaan DAU dan belanja pegawai ini 
menyerap dana transfer yang lebih banyak yang 
mempengaruhi terjadinya fenomena flypaper 
effect. Pengukuran variabel ini menggunakan 
persentase belanja pegawai dibagi dengan belanja 
daerah setiap tahunnya dengan nominal hitung 




Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 
71 tahun 2010, belanja modal merupakan belanja 
pemda yang manfaatnya melebihi satu tahun 
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 
daerah dan selanjutnya akan menambah belanja 
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada 
kelompok belanja administrasi umum. Belanja 
modal digunakan untuk memperoleh aset tetap 
pemda seperti peralatan, infrastruktur, dan harta 
tetap lainnya.  
Halim (2004:73) mendefinisikan belanja 
modal merupakan belanja pemda yang manfaatnya 
melebih satu tahun anggaran dan akan menambah 
aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan 
menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya 
pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi 
umum. Belanja modal dapat juga diartikan sebagai 
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 
pembentukan modal yang sifatnya menambah 
asset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat 
lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di 
dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 
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menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas 
dan kualitas aset. Pengukuran variabel ini 
menggunakan persentase belanja modal dibagi 
dengan belanja daerah setiap tahunnya dengan 
nominal hitung yang kemudian dikalikan dengan 
100% (Fitri, 2014). 
 
Investasi Pemerintah 
Menurut PP nomor 24 tahun 2005, investasi 
pemerintah adalah penempatan sejumlah dana atau 
barang oleh pemerintah pusat dalam jangka 
panjang untuk investasi pembelian surat berharga 
dan investasi langsung yang mampu 
mengembalikan nilai pokok ditambah dengan 
manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya 
dalam jangka waktu tertentu. Investasi pemda 
dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan 
ditetapkan dimasukkan dalam tahun anggaran 
yang bersangkutan dan telah ditetapkan dalam 
peraturan daerah tentang penyertaan modal 
investasi. Besarnya penyertaan modal investasi 
daerah berimbas pada pengeluaran pemda. Adanya 
kelabilan pada penambahan jumlah investasi yang 
sangat signifikan diduga menjadi salah satu 
penyebab fenomena flypaper effect pemda. 
Pengukuran variabel ini adalah satuan hitung 
rupiah berdasarkan jumlah pengeluaran 
pembiayaan penyertaan modal investasi pemda 
pada laporan realisasi anggaran setiap tahunnya 
selama jumlah tahun penelitian yang nantinya 
dirata-ratakan dan dilag-kan (Burhanuddin, 2012). 
 
Pembayaran Utang Pemerintah Daerah 
Utang merupakan satu kewajiban yang harus 
dibayar dikemudian hari yang timbul akibat 
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan dimana 
para pemberi pinjaman menyerahkan sesuatu yang 
berharga pada suatu waktu tertentu dalam 
pertukaran dengan suatu perjanjian para penerima 
pinjaman harus membayarnya dikemudian hari 
(Hidayat, 2013). Berdasarkan Permendagri nomor 
64 tahun 2013 Kewajiban adalah utang yang 
timbul dari peristiwa masa lalu yang 
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 
sumber daya ekonomi pemda. Pembayaran utang 
merupakan pembayaran yang digunakan untuk 
menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok 
utang yang dihitung berdasarkan perjanjian 
pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan 
jangka panjang. 
Pengeluaran untuk pembayaran pokok utang 
pemda ada hubungan secara tidak langsung 
terhadap penyerapan dan transfer dari pemerintah 
pusat. Direktorat jenderal perimbangan keuangan 
menjelaskan tentang pembayaran kembali 
pinjaman diantaranya berbunyi: “dalam hal daerah 
tidak memenuhi kewajiban membayar 
pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban 
membayar pinjaman tersebut diperhitungkan 
dengan DAU dan/atau dana bagi hasil yang 
menjadi hak daerah tersebut”. Pengukuran variabel 
ini adalah satuan hitung rupiah berdasarkan 
jumlah pengeluaran pembiayaan pokok utang 
pemda pada laporan realisasi anggaran pada setiap 
tahunnya selama jumlah tahun penelitian yang 
nantinya dirata-ratakan dan dilag-kan 
(Burhanuddin, 2012). 
Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Ha1: Belanja pegawai, belanja modal, investasi 
pemerintah dan pembayaran utang 
pemerintah secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap flypaper effect pada 
provinsi/ kabupaten/ kota di Pemerintah 
Aceh. 
Ha2: Belanja pegawai berpengaruh terhadap 
flypaper effect pada provinsi/ kabupaten/ 
kota di Pemerintah Aceh. 
Ha3: Belanja modal berpengaruh terhadap 
flypaper effect pada provinsi/ kabupaten/ 
kota di Pemerintah Aceh. 
Ha4: Investasi pemerintah berpengaruh terhadap 
flypaper effect pada provinsi/ kabupaten/ 
kota di Pemerintah Aceh. 
Ha5: Pembayaran utang pemerintah berpengaruh 
terhadap flypaper effect pada provinsi/ 











3. Metode Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
untuk melakukan pengujian hipotesis dengan 
desain kausalitas untuk menguji pengaruh antar 
variabel. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
pemerintah daerah yang terdiri dari 23 
kabupaten/kota dan 1 provinsi. Data yang diamati 
dari tahun 2009 sampai dengan 2014 dengan total  
pengamatan 144 kabupaten/kota/provinsi.  Sumber 
data yang digunakan adalah data sekunder degan 
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilaukan melalui metode dokumenter. 
 
Operasionalisasi Variabel 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, 
yaitu variabel dependen (Y) dan variabel 
independen (X). Skala pengukuran yang 
digunakan adalah skala nominal (dummny 
variabel) bagi variabel dependen (Y) dan skala 
rasio bagi variabel independen (X). Adapun 
operasionalisasi variabel dalam penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel 1 (terlampir). 
 
Metode Analisis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan model regresi logistik. Regresi 
logistik adalah regresi yang digunakan untuk 
menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 
terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 






Dimana   adalah flypaper effect,  
adalah konstanta,  adalah koefisien 
regresi, X1 adalah belanja pegawai, X2 adalah 
belanja modal, X3 adalah investasi pemerintah, X4 
adalah pembayaran utang pemerintah daerah dan ε 




Menilai Model Fit 
Menilai model fit digunakan untuk 
mengetahui apakah model yang dihipotesiskan fit 
dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan 
dengan membandingkan antara nilai -2LL awal 
dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya. 
Adanya pegurangan nilai antara -2LL awal dengan 
-2LL pada langkah berikutnya menunjukkan 
bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 
Penurunan Log Likelihood menunjukkan model 
regresi semakin baik (Ghozali, 2011). Hipotesis 
untuk menilai model fit adalah : 
H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 
Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan 
data. 
 
Menilai Kelayakan Model Regresi 
  Kelayakan model regresi dinilai dengan 
menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 
Goodness-of-Fit Test Statistic. Hipotesis yang 
digunakan untuk menilai kelayakan model regresi 
adalah : 
H0 : Tidak ada perbedaan antara model dengan 
data 
Ha  : Ada perbedaan antara model dengan data 
  
Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s 
Goodness-of-Fit Test Statistic sama dengan atau 
kurang dari 0,05 maka hipotesis H0 ditolak yang 
berarti ada perbedaan signifikan antara model 
dengan nilai observasinya sehingga Goodness-of-
Fit model tidak baik karena model tidak dapat 
memprediksikan nilai observasinya. Jika nilai 
Hosmer and Lemeshow’s Goodness-of-Fit Test 
Statistic lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima 
dan berarti model mampu mempredikasikan nilai 
observasinya atau dapat dikatakan model dapat 




Koefisien determinasi digunakan untuk 
mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-
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variabilitas variabel dependen. Koefisien 
determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada 
nilai Nagelkerke’s R2. Nilai Nagelkerke’s R2 dapat 
diinterpretasikan sama dengan nilai R
2
 pada 
multiple regression (Ghozali, 2011). 
 
4. Hasil Dan Pembahasan 
Hasil pengujian  pada Godness Fit step 0 dan 
Step 1 menunjukkan adanya penurunan nilai -2LL 
awal (Block number= 0) sebesar 24,564 menjadi -
2LL akhir (Block number= 1) sebesar 22,985. 
Terjadinya penurunan sebesar 1,694 pada 
(LikeLihood) -2LL menunjukkan bahwa model 
sudah fit dengan data sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho diterima karena terjadi penurunan 
model regresi yang lebih baik. Selain 
membandikan hasil -2LL awal dan akhir, uji 
goodness fit juga dapat dinilai dari koefisien yang 
diperoleh untuk tiap variabel. Perolehan nilai 
koefesien untuk semua varibel lebih besar dari 
nilai taraf kepercayaan (95% ; 0,05), yang artinya 
hipotesa bahwa model sudah fit dengan data dapat 
diterima. 
Hasil pengujian pada Tabel Hosmer and 
Lemeshow’s Goodness of fit test statistic 
menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh 
adalah 0,409. Nilai signifikansi tersebut lebih 
besar dari taraf kepercayaan, maka H0 diterima 
yang berarti tidak ada perbedaan antara model 
dengan data. Hal ini berarti model regresi layak 
untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena 
model cocok dengan data. 
Berdasarkan uji hipotesis yang telah 
dilakukan yang dapat dilihat pada tabel 4 
menunjukkan keempat variabel independen yaitu 
belanja pegawai, belanja modal, investasi 
pemerintah dan pembayaran utang pemerintah 
daerah menunjukkan hasil bahwa semua  βi (i = 
1,2,3,4)  ≠ 0, dimana β1 = -2,947, β2 = -3,568, β3 
= -0,161, dan β4 = 0,101. Dengan demikian, 
belanja pegawai, belanja modal, investasi 
pemerintah dan pembayaran utang pemerintah 
daerah berpengaruh secara simultan terhadap 
Flypaper effcet.  Nilai Nagelkerke’s R2 dari hasil 
output binary logistic menunjukkan hasil sebesar 
0,099  yang berarti bahwa variabilitas variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 
independen adalah sebesar 9,9%, sedangkan 
sisanya sebesar 90,1% dijelaskan oleh variabel-
variabel lain di luar model penelitian ini. Nilai R-
Square terbilang kecil, tetapi mengingat penelitian 
ini menggunakan data survei di mana seluruh 
populasi menjadi bagian dalam sampel, maka nilai 
R-Square yang kecil ini dimungkinkan terjadi. 
 
Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, 
Investasi Pemerintah dan Pembayaran Utang 
Pemda terhadap Flypaper Effect Secara 
Simultan 
Nilai koefisien determinasi (R
2
) 0,099 
menunjukkan bahwa belanja pegawai, belanja 
modal, investasi pemerintah dan pembayaran 
utang pemerintah daerah secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Flypapaer Effect sebesar 
9,9% sedangkan sisanya 90,1% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian ini. Dengan demikian 
menjawab hipotesis yang pertama bahwa belanja 
pegawai, belanja modal, investasi pemerintah dan 
pembayaran utang pemerintah daerah berpengaruh 
secara simultan terhadap flypaper effect di 
Pemerintah Aceh. 
 
Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Flypaper 
effect 
Berdasarkan hasil pengujian regresi 
menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh 
negatif terhadap peluang terjadinya flypaper effect. 
Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien negatif 
dengan nilai -2,947. Nilai koefisien ini sesuai 
dengan kriteria rancangan pengujian hipotesis 
dimana β1 ≠ 0 yang menunjukkan belanja pegawai 
berpengaruh terhadap flypapaer effect. sehingga 
hipotesis kedua diterima. Dengan demikian, hasil 
perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa 
belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap 
terjadinya flypaper effect di 










Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa 
konsisten dengan hasil penelitian Pramuka (2010) 
dimana jika belanja pegawai naik maka akan 
menurunkan flypaper effect pada APBD 
pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa. 
Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 
hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 
Burhanuddin (2012) dan Hidayat (2013). Hal ini 
bisa saja disebabkan karena perbedaan objek 
penelitian dan data laporan keuangan pemda yang 
masih banyak beropini wajar dengan pengecualian 
(WDP). 
   
Pengaruh Belanja Modal terhadap Flypaper 
effect 
Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa 
belanja modal berpengaruh negatif terhadap 
peluang terjadinya flypaper effect. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai koefisien negatif dengan 
nilai -3,568. Nilai koefisien ini sesuai dengan 
kriteria rancangan pengujian hipotesis dimana β2 
≠ 0 yang menunjukkan belanja modal berpengaruh 
terhadap flypapaer effect. sehingga hipotesis 
ketiga diterima. Dengan demikian, hasil 
perhitungan statistik ini menunjukkan bahwa 
belanja modal berpengaruh negatif terhadap 
terjadinya flypaper effect di 
provinsi/kabupaten/kota di Pemerintah Aceh. 
Berpengaruh negatif belanja modal terhadap 
flypaper effect menunjukkan bahwa hasil 
penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh Burhanudin (2012) dan 
Hidayat (2013). Hasil ini sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Pramuka (2010) yang 
membuktikan bahwa jika belanja modal naik maka 
flypaper effect akan turun pada APBD pemerintah 
kabupaten dan kota di Pulau Jawa sebagai akibat 
dari belanja modal. Hal ini mengindikasikan 
bahwa dana alokasi dari pemerintah pusat hanya 
berfungsi untuk membantu pemerintah daerah 
dalam menunjang pendapatan asli daerah. 
Pemerintah daerah tidak menggantungkan 
pengeluaran daerahnya kepada transfer dari 
pemerintah pusat, sehingga sejalan dengan 
maksud tujuan awal pemerintah memberikan 
alokasi dana. 
 
Pengaruh Investasi Pemerintah terhadap 
Flypaper effect  
Varibel berikutnya yang mempengaruhi 
flypaper effect secara negatif adalah besarnya 
investasi pemerintah. Koefisien investasi 
pemerintah yang menunjukan nilai negatif sebesar 
-1,61 yang berarti jika investasi pemerintah naik, 
maka akan menyebabkan flypaper effect akan 
turun. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 
keempat diterima dimana invetasi pemerintah 
berpengaruh terhadap flypapaer effect di 
Pemerintah Aceh. Investasi pemerintah 
berpengaruh negatif terhadap flypaper effect 
menunjukkan bahwa hasil penelitian ini konsisten 
dengan hasil penelitian Burhanuddin (2012). 
Pengaruh sebesar -0,161 investasi pemerintah 
terhadap flypaper effect menunjukkan bahwa 
tingkat peluang terjadinya flypaper effect mampu 
dijelaskan oleh investasi pemerintah sebesar 
0,161.  
 
Pengaruh Pembayaran Utang Pemerintah 
terhadap Flypaper effect 
Variabel pembayaran hutang menjadi satu-
satunya variabel yang koefisiennya positif 
terhadap flypaper effect. Koefisien pembayaran 
utang pemerintah daerah yang menunjukan nilai 
positif sebesar 0.101. Hal ini menunjukkan bahwa 
hipotesis kelima juga diterima dimana pembayaran 
utang pemerintah daerah berpengaruh terhadap 
flypapaer effect di Pemerintah Aceh. 
Pengaruh positif pembayaran utang 
pemerintah terhadap flypaper effect menunjukkan 
bahwa hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian Burhanuddin (2012). Tingkat probabilty 
sebesar 0,101 pembayaran utang pemerintah 
terhadap flypaper effect menunjukkan bahwa 
tingkat peluang tidak terjadinya flypaper effcet 
mampu dijelaskan oleh pembayaran utang 
pemerintah sebesar 0,101. Hal ini juga bisa  
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dalam pengalokasian anggaran pembayaran utang 
pemerintah daerah  tiap tahunnya. Hal tersebut 
dapat dilihat pada lampiran 5 (lima) tentang 
tabulasi pembayaran utang pemerintah daerah 
pada provinsi/kabupaten/kota di Pemerintah Aceh 
dimana masih ada kabupaten/kota yang tidak 
mengalokasikan dana tersebut tiap tahunnya. 
 
5. Kesimpulan dan Saran 
Kesimpulan 
1. Belanja pegawai, belanja modal, investasi 
pemerintah, dan pembayaran utang 
pemerintah secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap flypaper effect 
2. Belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap 
flypaper effect yang artinya bahwa jika 
anggaran belanja pegawai naik maka akan 
menyebabkan terjadinya penurunan flypaper 
effect di Pemerintah Aceh.  
3. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap 
flypaper effect . Hal ini mengindikasikan 
bahwa jika anggaran belanja modal naik maka 
akan menyebabkan turunnya flypaper effect 
yang terjadi di Pemerintah Aceh.  
4. Investasi pemerintah berpengaruh negatif 
terhadap flypapaer effect. Dimana jika jika 
anggaran investasi pemerintah naik maka 
akan menyebabkan turunnya flypaper effect 
yang terjadi di Pemerintah Aceh.  
5. Pembayaran utang pemerintah berpengaruh 
positif terhadap flypaper effect yang artinya 
bahwa jika anggaran  pembayaran utang naik 
maka akan menyebabkan naiknya flypaper 
effect di Pemerintah Aceh. 
 
Saran 
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
maka disarankan pada pihak pengguna 
laporan keuangan pemerintah terutama 
Pemeritah Aceh sendiri agar dapat lebih 
meningkatkan kinerja keuangannya. Artinya 
pemerintah diharapkan mampu untuk 
mengalokasikan dana transfer dari pemerintah 
pusat agar dapat menghasilkan PAD yang 
lebih tinggi dan mampu membelanjakan dana 
transfer tersebut dengan bijak untuk 
pengadaan aset yang berguna bagi 
kemakmuran masyarakat. 
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan 
memperluas cakupan wilayah penelitian, tidak 
terbatas pada Provinsi Aceh saja. Misalnya 
dapat menambah Provinsi Sumatera Utara 
atau Provinsi timur Indonesia seperti Papua, 
Maluku dan Nusa Tenggara Timur. 
3. Menguji variabel lain yang diduga 
berpengaruh terhadap flypaper effect, dan 
variabel lainnya yang diperkirakan dapat 
mempengaruhi flypaper effect.  
4. Objek penelitian selanjutnya sebaiknya 
mencoba pada daerah yang laporan 
keuangannya telah beropini wajar tanpa 
pengecualian (WDP) sehingga data laporan 
keuangannya lebih akurat 
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Variabel Definisi Pengukuran Skala 
Dependen (Y)  
Flypaper effect 
Flypaper Effect. Flypaper Effect adalah suatu 
fenomena pada suatu kondisi ketika pemerintah 
daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak 
berasal dari transfer/ grants atau spesifiknya pada 
transfer tidak bersyarat atau unconditional grants 
daripada pendapatan asli dari daerahnya 
(Bintoro,2011). 





Independen (X)  
Belanja Pegawai 
(X1) 
Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam 
bentuk uang maupun barang yang diberikan 
kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas 
di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan 
atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali 
pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 
modal. (PP 21 tahun 2004) 
Bp = Belanja pegawai x 100% 
         Belanja daerah  
 
Rasio 
Belanja Modal  
(X2) 
Belanja modal merupakan belanja pemerintah 
daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun 
anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan 
daerah dan selanjutnya akan menambah belanja 
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 
pada kelompok belanja administrasi umum.(PP 71 
tahun 2010) 
Bm = Belanja modal x 100% 




Pemerintah  (X3) 
Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau 
perbelanjaan penanaman-penanaman modal atau 
perusahaan untuk membeli barang-barang modal 
dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk 
menambah kemampuan memproduksi barang-
barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 
perekonomian.(Sukirno, 2002). 
 
IP = Pembiayaan Investasi Pemda 





Kewajiban adalah utang yang timbul dari 
peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya 
mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah daerah.(Permendagri no. 64 
tahun 2013) 
Ph = Pembayaran pokok utang 
         Jumlah Tahun Penelitian 
Rasio 
Belanja Pegawai  
 
Belanja Modal  
 
Investasi pemerintah  
 
Flypaper Effect  
 
Pembayaran utang 

















Iteration -2 Log Likelihood Coefficients 
Constant 
Step 0 1 24.679 -1.167 
2 24.564 -1.328 
3 24.564 -1.335 
4 24.564 -1.335 
Initial -2 Log Likelihood: 24.564 
 
Tabel 3  
Hasil Pengujian Model Fit Step 1 
Iteration History
a,b,c,d 
Iteration -2 Log Likelihood Coefficients 
Constant 
1X  2X  3X  4X  
Step 
1 
1 23.312 1.086 -1.573 -2.130 -.137 .055 
2 22.993 1.652 -2.643 -3.293 -.159 .091 
3 22.985 1.776 -2.936 -3.559 -.161 .100 
4 22.985 1.780 -2.947 -3.568 -.161 .101 
5 22.985 1.780 -2.947 -3.568 -.161 .101 
Initial -2 Log Likelihood: 24.564     
 
Tabel 4 
Variabel in the Equation 
Hasil Output Estimasi Model Binary Logit 




-2.947 12.603 .055 .815 
2X  
-3.568 6.446 .306 .580 
3X  
-.161 .171 .890 .346 
4X  
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